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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang

Statuta Politeknik Pariwisata Bali;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

www.peraturan.go.id



2020, No.65

Menetapkan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 204);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan
Pariwisata dan EKonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 205);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata
Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1205);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Politeknik Pariwisata Bali yang selanjutnya disebut
Poltekpar Bali adalah  perguruan  tinggi yang
menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang
kepariwisataan di lingkungan Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Pariwisata.

Statuta Poltekpar Bali yang selanjutnya disebut Statuta
adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang
digunakan sebagai acuan untuk merencanakan,
mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan
kegiatan di Poltekpar Bali.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah

pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
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Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program
diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan
keahlian terapan tertentu sampai program sarjana
terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah
sampai program magister terapan atau program doktor
terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kurikulum Poltekpar Bali yang selanjutnya disebut
Kurikulum adalah perangkat mata kuliah dan program
pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang
pendidikan di Poltekpar Bali.

Sivitas Akademika Poltekpar Bali yang selanjutnya
disebut Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat
akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di
lingkungan Poltekpar Bali.

Senat Poltekpar Bali yang selanjutnya disebut Senat
adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan
fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan
kebijakan di bidang akademik di lingkungan Poltekpar
Bali.

Direktur Poltekpar Bali yang selanjutnya disebut Direktur
adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk
memimpin Poltekpar Bali.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang
bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk
menunjang proses pendidikan di Poltekpar Bali.
Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai
peserta didik yang belajar di Poltekpar Bali.

Alumni Poltekpar Bali adalah seseorang yang telah

dinyatakan lulus dari pendidikan di Poltekpar Bali.
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13.

14.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II
IDENTITAS

Bagian Kesatu

Status, Kedudukan, dan Dies Natalis

Pasal 2
Poltekpar Bali berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri melalui Pimpinan Tinggi Madya yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan.
Poltekpar Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
mengenai organisasi dan tata kerja Poltekpar Bali.
Poltekpar Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berasal dari Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali
berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan
Telekomunikasi Nomor KM.48/0OT.001/MPPT-94 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata di
Nusa Dua Bali.
Poltekpar Bali berkedudukan di Kabupaten Badung,
Provinsi Bali.
Dies Natalis Poltekpar Bali ditetapkan setiap tanggal 27
Maret.

Bagian Kedua

Lambang, Moto, Bendera, Busana, Himne, dan Mars

Pasal 3
Poltekpar Bali mempunyai lambang, moto, bendera,
busana, hymne dan mars.
Lambang, bendera, hymne dan mars tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri.
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Pasal 4

Lambang Poltekpar Bali mempunyai makna
mencerminkan kebesaran Pancasila, Dasar Falsafah
Negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman atas
segala upaya dan kegiatan almamater Poltekpar Bali demi
kepentingan negara dan bangsa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Direktur.

Pasal 5
Moto Poltekpar Bali yaitu “Manganjali Karya Werdhi”.
Manganjali artinya mengabdi, karya werdhi artinya
peningkatan karya atau mutu.
Moto “Manganjali Karya Werdhi” sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bermakna bahwa kader-kader yang
dihasilkan Poltekpar Bali mengabdi pada peningkatan
karya atau meningkatkan mutu pengabdian melalui

karya di bidang kepariwisataan kepada masyarakat.

Pasal 6

Bendera Poltekpar Bali berbentuk persegi panjang
dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 (tiga
banding dua).

Setiap Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi
panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2
(tiga banding dua) dengan warna yang berbeda sesuai
dengan Jurusan masing-masing dan di tengahnya
terdapat lambang Poltekpar Bali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan
bendera Poltekpar Bali dan bendera Jurusan ditetapkan

dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7
Poltekpar Bali memiliki busana akademik, busana
almamater, busana perkuliahan, dan busana

perkuliahan praktikum.
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